
WALIKOTA KUPANG 

PROVINSI NUSA TENOGARA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA KUPANG 

NOMOR 25 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KUPANG, 

Merim bang 

Mengingat 

IV 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 peraturan 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Kpang; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang 

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3633]; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tabahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Menetapkan 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5673]; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451), 

4, Peraturan Menteri Pemberdayaan Pererpuan dam 

Perlindungan, Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pembentu.kan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak 

5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Kupang (Lembran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang 

Nomor 273), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 

13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Dacrah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota 

Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Kupang Nomor 274); 

6, Peraturan Walikota Ku pang Nomor 42 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang 

(Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 559]; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN 

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA 

• 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG. 

• 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Dacrah ini, yang dimaksud dengan : 

I, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang. 

2. Walikota adalah Walikota Kupang. 

3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Kupang. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempan dan 

Perlindungan Anak Kota Kupang. 

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur 

pclaksana kegiatan teknis operasionnl dan /atau kegiatan teknis penunjang 

pada Dinas Pemberdayaan Pererpuan dan Perlindungan Anak Kota 

Kupang. 

6. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD 

PPA adalah Dppp yang dibentuk dalam memberikan layanan bagi 

perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, 

perlindungan khusus, dan masalah lainnya 

7. Jabatan Fungsional adalah sckclompok jabatan yang brisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu. 

BAB II 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Walikota ini dibcntuk UPTD PPA Kclas A. 

Pasal 3 

(1HSusunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tendiri dari : 

a. Kepala UPTD; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok dabatan Fungsional. 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat [l), dipimpin oleh Kepala UPTD 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

• 



(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat I huruf b 

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA. 

(5) Bagan Susunan Struktur tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Waikota ini. 

• BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 4 

(I] UPTD PPA dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dan berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

(2] UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas. 

Pasal 5 

UPTD pPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di 

wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang 

men ga lmi masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan 

masala.h lainnya. 

Pa.sal 6 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diraksud dalam Pasal 5, UPTD PpA 

mempunyai fungsi layanan: 

a. pengaduan masyarakat; 

b. penjangkauan korban; 

c. pengelolaan kasus; 

d. penampungan sementara; 

c. mediasi; 

f. pendampingan korban; dan 

g. peaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 

fungsinya 

l 
• 



Pasal 7 

(1 Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan 

mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi 

perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, 

perlindungan khusus, dan masalah lainnya. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 

Kepala UTPD PPA menyelenggarakan fungsi: 

a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penvelenggaraan 

layanan di UPTD PPA; 

b. menyusun program kerja UPTD PPA; 

c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 

d. mengevaluasi hasil kerja UPTD 9PA, 

e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan 

UPTD PPA, dan 

f. melaksanakan administrasi PTD PPA. 

Pasal 8 

(1] Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kcpala UPTD PPA 

dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan telnis dan 

administrasi, penyusunan program, pelaporan umum, ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dalam lingkup Uprp PPA, 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bagian Tata Lsaha menyelenggarakan fungsi. 

a, pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD PPA ; 

b. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dan pencatatan data 

korban di lingkungan UPTD PPA, 

c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan 

pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD PPA; dan 

d. penyusunan bahan laporan pertan@ggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

UPTD PPA. 

BABIV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 9 

1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD bersifat teknis sesuai keahlian 

dan kebutuhan. 



(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai 

kelorpok scsuai dengan bidang keahliannya. 

[33) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat [2) 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

• 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 10 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi batk dalam lingkungan masing-masing maupun antar 

sat uan organisasi di lingkungan pemerintahan daerah serta dengan institusi 

lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 1 H  

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat pada dinas yang ada 

tetap melaksanakan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya yang ada 

sampai dengan ditetapkan pejabat baru definitif berdasarkan ketentuan yang 

berlakt. 

l 

• 



BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang. 
• 

Ditetapkan di Kupang p,irla tanggal 7 Juli 2°.;( 
�YAUK< A KUPANG, 

ON R. RIWU KORE/ 
Diundangkan di Kupang pada tanggal 7 Juli 2022 

(.,.SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANC} 

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2022 NOMOR605 

• 



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG 

• 

NOMOR 

TANG GAL 

TENTANG 

25 TAHUN 2022 

7 Juli 2022 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELAS A 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

PADA DIN AS PEMERAY AAN PEREMPUAN DAN ERLINDUNGAN ANA 

KOTA KUPANG 

KEPALA UPTD 

SUB BAGIAN 

TATA USAHA 
I 

KELOMPOK JAIATAN 

WUNGSIONAL 

Lor PANG 

ON R. RIWU KORE P. 
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